BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada Bab sebelumnya, Maka ada beberapa hal pokok

yang dapat di simpulkan oleh penulis sebagai berikut:

6.1.1 Relasi Kuasa yang bersifat Dominatif

Berdasarkan hasil analisis pada relasi kuasa yang bersifat dominatif dapat
di simpulkan bahwa Kepala Desa di Desa Faturika sangat Dominatif dalam
menetapkan program pembangunan sehingga banyak program yang diberikan
tidak tepat sasaran dan dianggap tidak adil. Dampaknya masyarakat menjadi
kecewa dan malas untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
seperti: MusrembangDes maupun Mudes karena dianggap sebagai formalitas
semata. Sikap dominasi kepala desa seakan didukung oleh BPD yang kurang
memberikan pengawasan atau kontrol terhadap kinerja kepala desa. Ini dapat
dilihat dari belum adanya pendekatan yang dilakukan BPD untuk memeriksa
laporan keterangan mengenai kinerja kepala desa dan kegiatan laporan tahunan
BPD, Kepala Desa dengan Masyarakat. hal ini menyebabkan masyarakat tidak

bisa mengevaluasi kinerja kepala desa.

6.1.2 Relasi Kuasa yang bersifat Kolutif

Berdasarkan hasil analisis pada relasi kuasa yang bersifat kolutif dapat
disimpulkan bahwa Kepala Desa di Desa Faturika dan beberapa orang BPD yang

diindikasihkan berasal dari kelompok pro/pendukung Kepala Desa sama — sama



berkolusi dalam pengelolaan Kekayaan milik desa seperti: Teraktor yang di beli
menggunakan Dana Desa tetapi hanya dipake oleh Kepala Desa dan beberapa
orang BPD untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menyebabkan fungsi
BPD sebagai alat legitimasi keputusan kebijakan desa menjadi mudah untuk
dimobilisasi karena BPD tidak memiliki pendirian sebagai lembaga perwakilan

masyarakat

6.1.3 Relasi kuasa yang bersifat Konfliktual

Berdasarkan hasil analisis pada relasi kuasa yang bersifat konfliktual dapat
disimpulkan bahwa perbedaan pendapat dalam musyawara desa merupakan satu
kesatuan yang dianggap wajar karena dari perbedaan pendapat tersebut dapat
melahirkan suatu solusi untuk memecahkan berbagai persoalan yang terjadi di
desa. Namun terkadang antara Kepala Desa dengan BPD sama — sama
mempertahankan ego masing — masing karena keduanya masih terbawa dendam

politik praktis dalam pilkade.

6.1.4 Relasi Kuasa yang bersifat Kemitraan

Berdasarkan hasil analisis pada relasi kuasa yang bersifat kemitraan dapat
disimpulkan bahwa: antara kepala desa dengan BPD tidak saling bermitra. Hal ini
dapat dilihat dari tindakan kepala desa yang tidak melibatkan BPD dalam
pembahasan peraturan desa tentang RAPBDes dan RKPBDes. Keterlibatan BPD
dalam pembahasan peraturan desa sangat penting dimana BPD sebagai wakil
masyarakat desa yang akan menyuarakan kepentingan masyarkat demi

kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu kepala desa juga tidak memberikan



laporan tertulis kepada BPD dan tidak perna menginformasikan laporan

penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat baik dalam berupa

selebaran maupun disampaikan secara lisan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat saya sarankan hal — hal sebagai

berikut:

1.

Perlu adanya pelatihan maupun pembinaan kepada BPD tentang tugas dan
fungsi dari BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengabdi
masyarakat sehingga kemitraan antara kepala desa dengan BPD benar —
benar terlaksanadenganbaik.

Perluadanyamitrakerja yang baikantarakepaladesadengan BPD
karenamitrakerja yang
baikakanmemberikankeberhasilandalammenjalankansuatutugasdanfungsi
yang sudahditetapkanbersama.
PemerintahDesaFaturikadalamhalinikepaladesaperlumelibatkan BPD
dalamrapatpenetapanRKPDesdanR APDesdanwajibmemberikanlaporanpen
yelenggaraanpemerintahansecarahtertuliskepada BPD.

olehkarenaituperluadanyakemitraanantarakepaladesadengan BPD.
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